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ABSTRAK

Malioboro merupakan kawasan wisata sekaligus cagar budaya yang dimiliki oleh
Kota Yogyakarta. Tidak heran jika kawasan Malioboro dijaga kelestariannya
maupun kebersihannya. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan hal
tersebut yaitu menetapkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok (KTR).
Hukuman bagi orang yang merokok di KTR Malioboro diatur dalam Perda Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan. Menurut perda tersebut,
pelanggar KTR dapat dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Namun, pada
kenyataannya masih sering dijumpai pengunjung yang merokok di kawasan tanpa
rokok Malioboro, sehingga perlu dilihat lebih lanjut bagaimana pelaksanaan
penegakan aturan tersebut. Dengan demikian, terdapat pokok masalaha Pertama,
Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi
kepada perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro. Kedua, apa saja
hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa
rokok di daerah Malioboro.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris
yang bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan jenis penelitian empiris melalui
wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Yogyakarta, Ketua Tim Kerja
Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan
Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Kerangka teori
yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dipopulerkan Lawrence M.
Friedman dengan tiga aspeknya yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum untuk menilai pengaruh peraturan, peran lembaga, dan budaya masyarakat
terhadap penegakan kawasan tanpa rokok di Malioboro, serta Teori Kebijakan
Kriminal yang dipopulerkan Sudarto untuk menganalisis upaya penal dan non
penal dalam penegakan perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana ringan sebagai ultimum
remidium bagi perokok di kawasan Malioboro belum' ditegakkan secara yustisi
karena kebijakan Walikota Yogyakarta yang menilai tempat khusus merokok belum
memadai. Saat ini, Satpol PP Kota Yogyakarta fokus pada penegakan nonyustisi
melalui teguran lisan bagi wisatawan dan pemberian kartu kuning bagi warga lokal
yang kembali melanggar KTR. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
menegaskan bahwa setiap peraturan yang telah ditetapkan wajib dijalankan dan
ditegakkan, tanpa alasan yang dapat menggugurkan pelaksanaannya. Pengawasan
dan pembinaan KTR di Malioboro dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dengan
dukungan Jogomaton. Namun, pelaksanaan penegakan kawasan tanpa rokok masih
mengalami sejumlah hambatan.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok Malioboro, Penegakan Hukum, Sanksi Tindak
Pidana Ringan.



ABSTRACT

Malioboro is a tourist area and cultural heritage owned by the City of Yogyakarta.
1t is not surprising that the Malioboro area is maintained for its sustainability and
cleanliness. One of the government programs to achieve this is to designate
Malioboro as a Smoke-Free Area (KTR). Penalties for people who smoke in the
Malioboro KTR are regulated in Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2017
concerning Areas. Based on this regulation, KTR violators can be subject to minor
criminal sanctions. However, in reality, visitors are still often found smoking in the
Malioboro smoke-free area, so it is necessary to further examine how the
enforcement of this regulation is implemented. Thus, there are two main problems:
First, how are law enforcement efforts carried out to apply sanctions to
indiscriminate smokers in the Malioboro smoke-free area. Second, what are the
obstacles faced in enforcing the law against indiscriminate smokers in the
Malioboro smoke-free area.

The research approach used is empirical legal research with a descriptive
analytical nature. The methods used include a regulatory-legal approach, a case
approach, and empirical research types through interviews with PPNS Satpol PP
of Yogyakarta City, the Head of the Documentation and Legal Information Working
Team of the Legal Section of the Yogyakarta City Secretariat, and the Head of the
UPT for Cultural Heritage Area Management of Yogyakarta City. The theoretical
framework used is the Legal System Theory popularized by Lawrence M. Friedman
with its three aspects, namely legal substance, legal structure, and legal culture to
assess the influence of regulations, the role of institutions, and community culture
on the implementation of smoke-free areas in Malioboro, as well as the Criminal
Policy Theory popularized by Sudarto to analyze penal and non-penal efforts in the
periodic implementation of the smoke-free area in Malioboro.

The research results show that minor criminal sanctions as an ultimum
remidium for indiscriminate smoking in the Malioboro area have not been legally
enforced due ta the YogyakartasMayor's policythat considers designated smoking
areas inadequate. Currently, the Yogyakarta City Public Order Agency (Satpol PP)
focuses “on non-judicial "enforcement through verbal warnings to tourists and
issuing vellow cards to local residents 'who repeatedly violate the Smoking Area
(KTR). The Legal Section of the Yogyakarta City Regional Secretariat emphasized
that all established regulations must be implemented and enforced, without any
reason that can invalidate their implementation. Supervision and guidance of
Smoking Area (KTR) in Malioboro are carried out by the Yogyakarta City Satpol
PP with the support of Jogomaton. However, the implementation of the enforcement
of the Smoking Area still faces several obstacles.

Keywords: Malioboro Smoke Free Zone, Law Enforcement, Minor Criminal
Sanctions.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Malioboro merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta yang dikenal
sebagai kawasan strategis, pusat aktivitas ekonomi, serta kawasan cagar budaya.
Setiap hari, kawasan ini dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara
untuk menikmati suasana khas Kota Yogyakarta. Di sisi lain, dalam aktivitas
keseharian di Malioboro, masih ditemukan perokok yang merokok di ruang publik
dan menjadi perhatian penulis. Sebagai kawasan pariwisata sekaligus ikon Kota
Yogyakarta, Malioboro telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana
diatur dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yang mulai berlaku
sejak 6 Maret 2020."

Dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa
kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang terletak di
sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari Tempat Patkir Abu Bakar Ali hingga Titik
Nol Kilometer. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok di Malioboro dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta dan Jogoboro (yang saat ini dikenal sebagai Jogomaton). Dalam

pelaksanaannya, Satpol PP Kota Yogyakarta dan Jogomaton bersinergi dalam

! Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan
Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok.



melakukan pengawasan dan pembinaan.? Kegiatan pengawasan dan pembinaan
tersebut dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap
ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun definisi perokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
perokok adalah orang yang suka merokok. Dalam KBBI terdapat 2 macam yaitu
aktif (orang yang merokok secara aktif) dan pasif (orang yang menerima asap rokok
saja, bukan perokoknya sendiri). Istilah perokok dapat dipahami baik sebagai
subjek yang secara langsung melakukan aktivitas merokok maupun sebagai pihak
yang terdampak dari aktivitas tersebut.® Perokok aktif menjadi pihak yang secara
nyata melakukan perbuatan merokok di ruang publik dan dapat dikenakan pidana
sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok,* sedangkan perokok pasif merupakan individu yang terpapar asap rokok
tanpa melakukan aktivitas merokok itu sendiri. Kedua kategori tersebut sama-sama
relevan dalam pembahasan KTR karena kebijakan ini tidak hanya mengatur
perilaku perokok aktif, tetapi juga bertujuan melindungi perokok pasif dari dampak
paparan asap rokok.

Dalam-praktiknya, perokok masih banyak ditemukan di KTR Malioboro.

Keberadaan perokok di kawasan tanpa rokok (KTR) tersebut masih tergolong

2 Ibid.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia

4 Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 25 ayat
(1).



cukup banyak.’ Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung lain
serta tidak sejalan dengan tujuan penetapan Malioboro sebagai KTR. Perilaku
tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat
mengenai larangan merokok di kawasan Malioboro maupun adanya kebiasaan
merokok yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan
KTR masih perlu ditingkatkan.

Diterapkannya kawasan tanpa rokok (KTR) didasarkan pada berbagai
pertimbangan. Penetapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kenyamanan
orang yang tidak merokok. Selain itu, penerapan KTR dimaksudkan untuk
melindungi kelompok rentan, seperti ibu hamil, dari paparan asap rokok yang
berpotensi membahayakan kesehatan janin, serta untuk melindungi masyarakat
yang sensitif terhadap asap rokok.® Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga
kebersihan lingkungan di kawasan Malioboro. Lebih lanjut, penerapan KTR
bertujuan mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok di
ruang publik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan
nyaman bagi pengunjung.

Perilaku merokok yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan tanpa rokok

(KTR), khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi menimbulkan

5 Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat Selaku, S.E., M.L.P. selaku Kepala seksi
penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta.

6 Ika Wiranti, Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan No 3 Tahun 2014
tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Regional PMI Provinsi Sumatera Utara, Skripisi,
Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021),
him. 22.



ketidaknyamanan bagi pengunjung, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta
memengaruhi citra Malioboro sebagai kawasan wisata sekaligus kawasan cagar
budaya. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menetapkan KTR di
wilayahnya.” Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan
lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.®
Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemerintah daerah Kota Yogyakarta
memiliki kewenangan untuk menetapkan serta menegakkan peraturan mengenai
KTR di kawasan Malioboro. Penetapan KTR tersebut merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya melindungi kesehatan
masyarakat.

Meskipun regulasi yang melarang aktivitas merokok di tempat umum telah
ditetapkan, pelaksanaannya masih menunjukkan tingkat efektivitas yang belum
optimal. Oleh Karena_itu, penerapan sanksi hukum dipandang sebagai salah satu
langkah~yang-diperlukan "dalam rangka penegakan ‘hukum:Pasal’ 25 Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa
rokok dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama satu bulan

atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000. Ketentuan sanksi pidana tersebut

7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151.

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).



dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan masyarakat
terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok (KTR) yang berlaku.’

Urgensi penerapan sanksi tindak pidana ringan tidak hanya berkaitan
dengan aspek penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan
pembentukan efek jera bagi pelanggar. Dalam praktiknya, perilaku merokok di
ruang publik masih cenderung dipandang sebagai hal yang biasa oleh sebagian
masyarakat. Paparan asap rokok di tempat umum berpotensi menimbulkan berbagai
gangguan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif, seperti
gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru.'’ Pada kawasan
Malioboro yang memiliki tingkat kepadatan pengunjung yang cukup tinggi, risiko
akibat paparan asap rokok tersebut dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini
berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung akibat penyebaran
asap rokok di ruang publik.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Kota Yogyakarta sebenarnya telah mengatur larangan merokok di tempat-
tempat tertentu, termasuk tempat wisata.'! Namun, lemahnya pengawasan dan

tingkat kesadaran masyarakat yang tidak taat pada aturan membuat peraturan ini

® Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok,
Pasal 25.

10 Yohana Katemba dan Eko Winarti, “Analisis Perilaku Merokok Dan Dampaknya
Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas: Pendekatan Berdasarkan Teori
Perubahan Perilaku (Theory of Planned Behavior - TPB) Dan Teori Kecenderungan Perilaku
(Theory of Reasoned Action - TRA): Literature Review,” Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol. 5:2
(2024), hlm. 3.789.

! Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 14
huruf a.



hanya menjadi formalitas. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan perokok
yang dengan santainya menyalakan rokok di trotoar Malioboro, bahkan di sekitar
anak-anak. Hal tersebut sangat berbahaya dan akan menimbulkan penyakit bagi
orang yang berada di sekitar tersebut.

Meskipun tergolong ringan, sanksi tersebut dipandang memiliki potensi
efektivitas apabila diterapkan secara konsisten dalam penanganan pelanggaran
kawasan tanpa rokok. Penerapan sanksi secara konsisten dapat mendorong
terbentuknya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu,
penegakan sanksi yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan berpotensi
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di ruang publik.!?> Upaya penegakan
tersebut juga perlu didukung oleh kegiatan sosialisasi agar masyarakat memahami
tujuan dan manfaat penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya sinergi
antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif, pelaksanaan kawasan tanpa
rokok diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif.

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya seharusnya dapat
menjadi_pelopor. dalam penegakan. aturan yang berkeadilan dan beradab.
Keteladanan ‘dalam penegakan hukum’diharapkan mampu menunjukkan bahwa
aturan dapat diterapkan secara tegas tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan
masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan berpotensi menumbuhkan

kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketertiban dan kesehatan publik.'

12 R.A. Kadarmanta dkk., "Membangun Budaya Patuh Hukum Dari Perspektif Law
Enforcement." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, Vol. 2:3 (2025), hlm. 2008.

13 Surya Wira Yudhayana dan Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam
Dinamika Sosial Di Masyarakat." LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9:1 (2024), hlm.
80.



Penerapan sanksi dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan,
melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan ruang publik yang aman, nyaman, dan
sehat.

Selain sebagai alat penegakan hukum, penerapan sanksi juga berpotensi
mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga
ruang publik.'* Kebiasaan mentoleransi pelanggaran ringan, seperti merokok
sembarangan, perlu dikurangi secara bertahap melalui upaya penegakan yang
konsisten. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aktivitas merokok di
ruang publik memiliki batasan, terutama apabila menimbulkan dampak bagi orang
lain. Proses pembentukan kesadaran hukum tersebut memerlukan waktu dan
kesinambungan dalam pelaksanaannya. Keberadaan regulasi yang jelas dan
implementasi yang konsisten menjadi faktor penting dalam membangun budaya
hukum yang lebih tertib.

Dalam implementasinya, pendekatan penegakan tidak hanya dilakukan
secara represif. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyediakan fasilitas
pendukung, seperti ruang khusus merokok (smoking .area).yang memadai dan
mudah ‘diakses. Penyediaan fasilitas" tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk
perlindungan terhadap hak perokok tanpa mengabaikan hak masyarakat yang tidak

merokok. Di samping itu, upaya sosialisasi mengenai ketentuan kawasan tanpa

4 Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto. "Implementasi program keluarga sadar hukum di
Desa Patean Kecamatan Batuan." Jurnal Jendela Hukum, Vol. 8:1 (2021), him. 84.



rokok perlu dilakukan secara berkelanjutan agar informasi dapat diterima secara
merata oleh masyarakat. '3

Tidak kalah penting terhadap penguatan peran masyarakat sipil perlu
menjadi bagian dari upaya penegakan kawasan tanpa rokok. Keterlibatan
komunitas lokal, pelaku usaha di kawasan Malioboro, serta pedagang kaki lima
dapat didorong sebagai bagian dari agen perubahan. Kelompok-kelompok tersebut
dapat diberikan pembekalan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan
kawasan tanpa rokok (KTR), serta difasilitasi untuk berperan aktif dalam upaya
pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Dengan adanya pelibatan masyarakat,
proses penegakan aturan tidak hanya bergantung pada aparat penegak, tetapi dapat
berkembang menjadi tanggung jawab bersama. Pendekatan partisipatif ini
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan Kawasan
Tanpa Rokok.

Dari perspektif hukum, penerapan sanksi pidana ringan dipandang sebagai
perwujudan nyata supremasi hukum.'® Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai
simbol atau_norma tertulis, melainkan dituntut untuk diwujudkan dalam praktik
kehidupan bermasyarakat. ' Ketegasan terhadap. pelanggaran berskala kecil

mencerminkan fungsi edukatif hukum dalam membangun kesadaran hukum.

Melalui penerapan tersebut, pemahaman terbentuk bahwa setiap aturan

15 Rin Agustina A’yuni, and Nasrullah Nasrullah. "Implementasi peraturan daerah tentang
kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." Media of Law and Sharia, Vol. 2:2
(2021), hlm. 187.

16 Deni Setiawan dkk., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di
Indonesia," Jimmi: Jurnal llmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1:3 (2024), hlm. 373.



mengandung konsekuensi serta bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan
prasyarat bagi terciptanya kehidupan yang tertib.

Penerapan sanksi sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap perokok di kawasan Malioboro
bukan hanya penting, tetapi mendesak. Penerapan sanksi tersebut merupakan wujud
perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menikmati ruang publik yang sehat,
aman, dan nyaman.'” Di sisi lain, sanksi ini juga merupakan alat untuk mendorong
perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjaga citra Malioboro
sebagai kawasan wisata. Dalam upaya mewujudkan Malioboro sebagai kawasan
tanpa rokok, perlu dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak
hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan Malioboro sebagai
kawasan percontohan dalam penerapan kawasan tanpa rokok yang tegas namun

tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, penelitian
ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi
kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di

kawasan tanpa rokok Malioboro?

17 Okinu Rahim dkk.,. "Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)." Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 4:2 (2024),
hlm. 124.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan Perda KTR yang telah penulis

paparkan di atas, penelitian itu bertujuan untuk:

a.

Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam
menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi

perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berkontribusi

dalam rangka penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Malioboro mengingat masih banyak perokok yang merokok di Malioboro.

Kegunaan Praktis

1) Diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi pemerintah untuk
mempertegas terhadap penegakan hukum di KTR Malioboro.

2) Dapat memberikan pengetahuan 'dan informasi yang bermanfaat bagi
masyarakat mengenai penetapan kawasan Malioboro sebagai Kawasan

Tanpa Rokok (KTR).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang “Analisis

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Terhadap Perokok di Kawasan Malioboro
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Yogyakarta,” penulis telah menemukan persamaan dan perbedaan mengenai
penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut yaitu sebagai berikut.

Penelitian pertama yaitu Jurnal yang ditulis oleh Annisa Sayyidatul Ulfa dan
Rita Damayanti dengan judul “Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di
Sekolah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa siswa memiliki potensi besar sebagai
agen perubahan dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) di sekolah. Dengan dukungan dan fasilitasi dari guru serta kepala sekolah,
siswa mampu menganalisis masalah, menyusun strategi, dan melakukan advokasi
kepada pihak-pihak terkait. Keterlibatan siswa dalam proses ini terbukti mampu
mendorong pelaksanaan KTR melalui tindakan seperti pemasangan plang,
pembentukan satgas, sosialisasi, dan edukasi bahaya rokok.'® Siswa berperan dalam
menjaga dan mengawasi perokok di Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di
lingkungan sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
tulis yaitu terletak pada objek dan subjek penegakan peraturan di KTR. Penelitian
yang akan peneliti tulis yaitu objeknya di tempat wisata (Malioboro) dan subjeknya
yaitu perokok di KTR Maligboro serta Satpol PP yang menjadi apparat penegak
hukum dalam memberikan sanksi bagi perokok di KTR Malioboro.

Penelitian kedua yaitu Jurnal yang ditulis oleh Asrul Pratama dan Ali
Maskar dengan judul “Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggar
Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Di Kota Ambon”. Jurnal tersebut menjelaskan terdapat sanksi dan denda

% Annisa Sayyidatul Ulfa dan Rita Damayanti. "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa
Rokok di Sekolah," Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and
Behavior, Vol. 3:2, (2021), hlm. 129.
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administratif bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang
pengumuman dan tanda larangan merokok di KTR. Denda administratif juga dapat
dikenakan pada badan hukum atau badan wusaha yang mempromosikan,
mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai
KTR.!"” Persamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu terdapat
menerapkan peraturan KTR di masing-masing kota. Sedangkan perbedaannya yaitu
penelitian in tidak menjelaskan sanksi bagi pelanggar KTR di kotanya yaitu Kota
Ambon. Selain itu, di Kota Ambon terdapat sanksi maupun denda administratif bagi
pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang pengumuman atau
tanda larangan merokok di KTR.

Penelitian ketiga yaitu Jurnal yang ditulis oleh Tiara Cantika Puja
Ramadani, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra dengan judul “Penegakan Hukum
dan Sanksi serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok™. Penelitian ini menjelaskan bahwa perokok
di kawasan tanpa rokok (KTR) Kota Semarang dapat dikenai sanksi melalui tiga
tahapan yaitu untuk pelanggaran pertama, surat peringatan resmi untuk pelanggaran
kedua yang “memerlukan pernyataan” bahwa ‘mereka tidak “akan melakukan
pelanggaran lagi, dan sanksi tindak pidana ringan untuk pelanggaran ketiga, yang
mengakibatkan kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal lima puluh juta
rupiah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ketidakpedulian dan keegoisan

perokok menjadi hal yang paling utama yang menjadi hambatan dalam menegakkan

9 Asrul Pratama dan Ali Maskur, "Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada
Pelanggar Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota
Ambon," Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 3 (2024), hlm. 43.
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hukum di KTR.?® Persamaan dari penelitian yang akan penulis tulis yaitu
penegakan peraturan di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang yang paling berat
yaitu sama-sama dapat dijatuhi hukuman berupa denda atau kurungan. Perbedaan
dari penelitian yang akan penulis tulis yaitu letak objek penelitiannya.

Penelitian keempat yaitu Jurnal yang ditulis oleh Fariz Kahendra, Bagoes
Widjanarko, dan Farid Agushybana dengan judul “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature
Review”. Terdapat beberapa faktor dalam menegakkan peraturan KTR yaitu
penyampaian dan kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya yang mencakup
tenaga manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana, efektivitas komunikasi,
sikap atau dukungan dari pimpinan, struktur birokrasi, perilaku merokok di area
larangan merokok, serta pemahaman terhadap peraturan daerah mengenai kawasan
tanpa rokok. Selain itu, diperlukan penetapan SOP di seluruh instansi guna
mendukung penerapan kawasan tanpa rokok agar kebijakan KTR dapat terlaksana
secara efektif.?! Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-
sama membahas terkait faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan
tanpa rokok. Perbedaan penelitian ‘ini° dengan penelitian yang akan peneliti tulis
yaitu penelitian yang akan penulis tulis lebih menekankan kepada penerapan sanksi

kepada perokok di KTR.

20 Tiara Cantika Puja Ramadani dkk., "Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok," 4s-Syar'i:
Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6:2, (2024), hlm. 1693.

2l Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushybana. "Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok: Literature review." Media Publikasi
Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), Vol. 6:3, (2023), hlm. 434.
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Penelitian Kelima yaitu Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim dengan judul
“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018
tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Penelitian ini membahas terkait penerapan Perda
Kabupaten Tanah Laut mengenai KTR. Dalam kesimpulannya Perda tersebut belum
tersosialisasi secara luas serta pengetahuan masyarakat tentang Perda tersebut
masih sangat rendah.?? Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
penulis tulis yaitu sama-sama membahas terkait peraturan dan implementasi
kawasan tanpa rokok. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat dalam objek
penelitiannya.

. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis penelitian yang akan

penulis tulis, diantaranya:

1. Teori Sistem Hukum Hukum
Lawrence M. Friedman merupakan seorang sejarawan sekaligus profesor hukum
asal Amerika Serikat. Teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman
yang terdiri dari 3 elemen yaitu substansi hukum, struktur.hukum, dan budaya
hukum. Sistem hukum sendiri merupakan suatu keseluruhan yang terbentuk dari
beragam unsur yang saling berinteraksi antarindividu dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama dalam kesatuan tersebut.?

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

22 Fathur Rahim, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Antasari Banjarmasin,
2023, hlm. 58.

23 Mohammad Fadil Imran, Perbandingan Sistem Hukum, (Surakarta: Tahta Media Grup,
2024), hlm. IV.
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Yaitu komponen struktural atau organ yang berperan dalam suatu sistem
hukum, baik dalam proses pembentukan peraturan maupun dalam
pelaksanaan dan penegakannya.?* Struktur hukum mencerminkan sejauh
mana kelembagaan atau organ yang berperan dalam suatu sistem hukum
dalam menegakkan sanksi dalam suatu peraturan. Struktur hukum juga
menunjukkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga
yang terlibat dalam penegakan aturan tersebut. Jika struktur hukum yang
jelas dan berfungsi optimal, pelaksanaan sanksi dapat berjalan secara
konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)
Substansi hukum adalah aturan, norma, serta pola tindakan nyata masyarakat
yang ada didalam sistem tersebut.”> Segala perilaku yang ada di masyarakat
diatur dalam hukum. Hukum tersebut mengatur perilaku yang diperbolehkan
maupun dilarang. Hal ini tentu saja memiliki tujuan apa yang diharapakan
dari suatu negara/tempat yang membuat peraturan.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)
Adalah-kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dipatuhi oleh
masyarakat. Budaya hukum akan berpengaruh dalam pelaksanaan hukum
individu tersebut mematuhi peraturan tersebut atau tidak, sebab sikap,

pandangan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi

24 Aline Febriany Loilewen dkk., "Pengaruh Kebudayaan Hukum (Legal Culture) Dalam
Kehidupan Masyarakat." Ganec Swara, Vol. 19:1 (2025), hlm. 214.

25 Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem
Hukum Lawrence M. Friedman," Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2:6 (2023). hlm. 481.
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faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu aturan diterapkan. Ketika budaya
hukum masyarakat kuat, mereka cenderung menghargai, memahami, dan
menaati ketentuan hukum tanpa perlu adanya paksaan. Sebaliknya, apabila
budaya hukum rendah, pelanggaran dapat lebih mudah terjadi karena hukum
dianggap sekadar formalitas.?
Untuk menjawab rumusan masalah pertama, teori sistem hukum Lawrence
M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis tiga aspek, yaitu struktur
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Aspek struktur hukum (legal
structure) dapat dianalisis melalui peran lembaga/organ yang berwenang dalam
penegakan kawasan tanpa rokok di Malioboro, termasuk pembagian
kewenangan dan bentuk tindakan penertiban yang dilakukan aparat seperti
Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai penegak perda. Aspek substansi hukum
(legal substance) dapat dianalisis melalui ketentuan aturan yang menjadi dasar
hukum. Aspek budaya hukum (legal culture) dapat dianalisis melalui kebiasaan
masyarakat/pengunjung dalam mematuhi atau melanggar larangan merokok di
ruang. publik maupun tingkat kesadaran_hukum masyarakat terhadap KTR.
Melalui analisis ketiga ‘aspek “tersebut, "penelitian "ini ~menguraikan proses
penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di

kawasan tanpa rokok Malioboro.

%6 Igsandri Rai, "Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum Di

Indonesia," Journal of criminology and justice, Vol. 2:1 (2022), hlm. 2.
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2. Teori Kebijakan Kriminal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kebijakan berasal dari
kata dasar bijak yang bermakna menggunakan akal budi, cerdas, serta memiliki
kepandaian dan kemahiran.?’” Dalam bidang hukum, kebijakan kerap dipahami
sebagai kebijakan hukum, yakni konsep yang berkaitan dengan proses
pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang tidak hanya bertumpu
pada aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan
pertimbangan kebijaksanaan dan rasa keadilan. Kebijakan hukum dapat
dipandang sebagai arah strategis yang menuntun pembentukan, penerapan, dan
pembaruan hukum sesuai kebutuhan sosial. Pertimbangan nilai, moral, dan
kepentingan umum sering diintegrasikan agar keputusan hukum tidak berhenti
pada aspek formal, tetapi juga menyentuh keadilan substantif.

Kebijakan kriminal (criminal policy) menurut Sudarto dapat dipahami
dalam tiga cakupan. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan
keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran
hukum melalui pemberian pidana. Dalam arti luas, kebijakan kriminal mencakup
seluruh fungsi aparat penegak "hukum, termasuk cara kerja kepolisian dan
pengadilan. Sementara itu, dalam arti paling luas, kebijakan kriminal dipandang
sebagai keseluruhan kebijakan yang ditempuh melalui peraturan perundang-
undangan dan lembaga-lembaga resmi untuk menegakkan norma-norma pokok

yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, upaya penanggulangan kejahatan

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 28 Januari 2025.
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perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang menuntut keterpaduan
antara langkah penal dan non-penal sebagai strategi yang saling melengkapi.?®
Kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan kejahatan pada dasarnya
merupakan bagian yang menyatu dengan usaha melindungi masyarakat (social
defence policy) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare
policy). Karena itu, dapat dipahami bahwa sasaran akhir atau tujuan utama
politik kriminal adalah melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan

masyarakat. Secara skematis, hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:?’

Social Welfare

Policy
Social Policy Tujuan
Social Defence
Policy
- Formulasi
- Aplikasi

Penal - Eksekusi
Criminal Policy /

Non-
Penal

Gambar 1.1 Bagan Skema Politik Kriminal

Jika melihat pada gambar di atas, maka dapat diidentifikasi hal hal pokok

sebagai berikut:

28 John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum
di Indonesia,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 26-27

® Jbid., hlm. 52-53.
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a. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mendukung tujuan
utama berupa social welfare dan social defence. Aspek ini menjadi prinsip
dasar, karena terpenuhinya kesejahteraan serta rasa aman/ketertiban akan
menumbuhkan keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial, seperti nilai
kepercayaan (trust), keadilan (justice), serta nilai kejujuran dan kebenaran.

b. Pencegahan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan yang terpadu,
yaitu dengan menyeimbangkan langkah penal dan non-penal.

c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal (penal
law infoercement police) dalam implementasinya dilakukan melalui tahap
formulasi (lelgislative police) atau proses legislasi, tahap yudical policy atau
tahap aplikasi, dan tahap eksekutive police atau proses administratif.

Dengan demikian, penanggulangan kejahatan perlu dijalankan secara
sistematis dan terencana, dengan menyeimbangkan langkah perlindungan
masyarakat (social defence) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (social
welfare) sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan
melalui sinergi kebijakan penegakan hukum' dengan program pencegahan yang
menyentuh akar masalah di masyarakat. Upaya penal dapat digunakan untuk
memberikan kepastian hukum dan efek jera, sedangkan upaya non-penal dapat
diperkuat melalui edukasi, pembinaan, serta penyediaan sarana pendukung agar
masyarakat lebih mudah patuh terhadap aturan. Dengan pendekatan yang

terpadu, tujuan perlindungan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
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Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui
pendekatan kebijakan, yakni mewujudkan keterpaduan antara kebijakan
kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal pada dasarnya mencakup
kebijakan penal berupa penggunaan instrumen hukum pidana, serta kebijakan
non-penal yang ditempuh di luar mekanisme pemidanaan. Berpedoman pada
teori G. Peter Hoefnagels, strategi penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan
melalui:*°

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai keja hatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and
punishment).

Pada dasarnya, kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua
pendekatan, yaitu represif dan preventif. Upaya preventif dilakukan dengan
langkah pencegahan tanpa menjatuhkan pidana, serta membentuk dan
mempengaruhi.  pandangan . masyarakat mengenai _ kejahatan maupun
pemidanaan, misalnya melalui peran media massa. Sementara itu, upaya represif
dilaksanakan dengan penerapan hukum pidana, meskipun penerapan tersebut

juga dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan umum. Dalam hal ini, tindakan

30 Ibid., hlm. 42.
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preventif termasuk kategori non-penal, sedangkan tindakan represif tergolong
penal 3!

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membedah rumusan masalah
kedua menggunakan teori kebijakan kriminal. Teori ini menekankan bahwa
suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana (penal) maupun non-hukum
pidana (non-penal). Penulis akan mengkaji apa saja hambatan penegakan hukum
yang telah diterapkan kepada perokok di Malioboro dengan upaya penal yang
belum diterapkan maupun upaya non-penal yang sudah diterapkan. Melalui teori
ini, penanganan pelanggaran dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dapat

ditempuh melalui jalur penal dan non-penal secara proporsional.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris (empirical legal research) dengan cara peneclitian lapangan (field
research), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang
diperoleh dari pengamatan secaralangsung atau dengan melakukan wawancara
terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian hukum empiris dilakukan
dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat
dalam kaitannya dengan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat.*?

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam

3! Randy Pradityo, “Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya
Penanggulangan Kejahatan,” Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Vol.2:4 (2024) Him. 70.

32 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73.
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mengenai penegakan hukum terhadap perokok di kawasan Malioboro. Selain
tu penulis juga ingin mengetahui tantangan yang dihadapi dan solusi yang
diterapkan dalam menegakkan kawasan Malioboro sebagai kawasan tanpa
rokok.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitis. Keterkaitannya dengan penelitian ini maka penulis akan
menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh. Penelitian
deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, penjelasan, serta validasi
mengenai fenomena yang akan penulis teliti.>’ Sedangkan yang dimaksud
dengan penelitian analitis adalah pengumpulan data yang diperoleh kemudian
dianalisa untuk menggambarkan suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini,
penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi penegakan hukum
trehadap perokok di kawasan Malioboro.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-
empitis. Penelitian yuridis-empiris ini berfokus pada penelitian lapangan. Pada
penelitian ini pendekatan secara yuridis yang dimaksud adalah dalam
melakukan penelitian, penulis menggunakan berbagai peraturan hukum yang
mengatur penegakan hukum terhadap perokok di kawasan Malioboro melalui

analisis Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa

33 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN),
2021), hlm. 7.
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Rokok dan regulasi lainnya. Sedangkan pendekatan empirisnya, penulis

menggunakan data primer yang penulis dapat melalui wawancara Satpol PP

Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya untuk menganalisis penerapan sanksi

tindak pidana ringan terhadap perokok di Malioboro.

4. Sumber Data

a.

Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta,
Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT Pengelolaan Kawasan
Cagar Budaya sebagai yang membawahi Jogomaton. Wawancara dengan
Satpol PP Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan
hukum yang dilakukan kepada perokok di Malioboro. Wawancara dengan
Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui
pengoordinasian permasalahan hukum terkait Perda Kota Yogyakarta
Nomor, 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun penyiapan
bahan” penyusunan’ produk ‘hukum “daerah. Wawancara dengan UPT
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta sebagai yang
membawahi Jogomaton ditujukan untuk mengetahui upaya pengawasan
dan pengamanan yang dilakukan oleh Jogomaton dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan kawasan tanpa rokok di Malioboro.

Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk mengetahui
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pengoordinasian tugas perangkat daerah, kususnya dalam penegakan
hukum terhadap perokok di KTR Malioboro.
Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi
dokuemen yang meliputi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal
ilmiah, artikel, serta dokumen institusional yang berkaitan dengan
penegakan sanksi terhadap perokok di kawasan Malioboro. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
¢) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;
f) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
g) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang

Penetapan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
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h) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan
Tanpa Rokok.
2) Bahan Hukum Tersier
Terkait bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki menyatakan
bahwa bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi di bidang
hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi tersebut
mencakup buku-buku, literatur teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.
Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa
buku-buku tentang hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan
isu hukum yang dikaji.>*
5. Teknik Pengumpulan Data
Penulis dalam melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum
yang relevan terhadap isu hukum menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Pengamatan (Obeservasi)
Obeservasi adalah pengamatan'dan pencatatan secara sistematis terhadap
gejala yang diteliti.*® Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi
secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam

penelitian ini, penulis melakukan peninjauan awal ke Satpol PP Kota

34 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian hukum (Jakarta: Kencana Pranda Media Group), him.
181.

35 Mhd Panerangan Hasibuan dkk., "Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode
observasi." Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1:1 (2023), hlm. 9.
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Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT Pengelolaan
Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta untuk memahami konteks kerja
unit, memastikan ketersediaan data yang diperlukan, serta memohon izin

pelaksanaan penelitian.

. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan
untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok
orang. Saat ini wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun
bisa juga dilakukan secara online seperti telepon, e-mail, chat, dan lain
sebagainya. Pada tahap awal, wawancara direncanakan dilakukan terhadap
penyidik Satpol PP Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui upaya
penegakan hukum yang dilakukan kepada perokok di Malioboro.
Wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta bertujuan untuk
mengetahui pengoordinasian permasalahan hukum terkait Perda Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun
penyiapan bahan penyusunan. produk hukum daerah. Wawancara dengan
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta sebagai yang
membawahi Jogomaton ditujukan untuk mengetahui upaya pengawasan
dan pengamanan yang dilakukan oleh Jogomaton dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan kawasan tanpa rokok di Malioboro.
Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai

salah satu cara pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan atas
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peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan oleh
penulis berupa hasil pengambilan gambar dan/atau rekaman suara.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan penelitian oleh penulis
guna mendapatkan data-data yang faktual untuk keperluan penyusunan dalam
skripsi ini. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keputusan penulis
guna mendapatkan informasi yang aktual mengenai upaya penegakan hukum
perokok di kawasan Malioboro yang menurut penulis sangat berkaitan dengan
topik penelitian untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Pada penelitian
ini yang menjadi Lokasi penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta, Bagian Hukum Kantor Walikota Yogyakarta, UPT Pengelolaan
Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta (yang membawahi Jogomaton), dan
kawasan Malioboro.
7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua
informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia
sepenuhnya. ‘Dalam melakukan “penelitian, penulis menggunakan metode
analisis kualitatif. Metode analisis yang akan penulis gunakan yaitu metode
analisis kualitatif yaitu menggali makna dan pemahaman mendalam yang dapat
mencari data melalui narasi, wawancara, maupun observasi ke objek maupun
subjek penelitian. Melalui metode analisis kualitatif, data yang di dapat akan
diuraikan dalam penelitian. Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul

didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap perokok di Malioboro,
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untuk selanjutnya dianalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh
Satpol PP untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok di
daerah Malioboro serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum bagi
perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro.*°
G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Tindak

Pidana Ringan terhadap Perokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta”, sistematika

pembahasan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama atau bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai penerapan sanksi tindak
pidana ringan terhadap perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro. Dalam bab ini
akan terbagi menjadi lima sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan
tinjauan umum tentang tindak pidana ringan, sub bab kedua menjelaskan tinjauan
umum tentang kawasan tanpa rokok, sub bab ketiga menjelaskan tinjauan umum
tentang ‘tempat khusus merokok, sub bab keempat menjelaskan tinjauan umum
tentang sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok sesuai dengan Perda Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan sub bab

kelima menjelaskan tinjauan umum tentang rokok.

36 Ahlan Syaeful Millah dkk., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," Jurnal
Kreativitas Mahasiswa, Vol: 1:2 (2023), him. 141.
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Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta sebagai pelaksana pemberian sanksi tindak pidana ringan terhadap
perokok di KTR Malioboro, gambaran umum terkait Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta,
dan perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Bab keempat berisi pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang
berisi 2 sub bab, sub bab pertama menjelaskan upaya penegakan hukum yang
dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok
Malioboro dan sub bab kedua menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam
penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan atau garis besar dalam
penelitian serta saran yang akan penulis berikan untuk penegakan hukum terhadap

perokok di KTR Malioboro.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan temuan yang telah diuraikan di

atas, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

I.

Penerapan sanksi tipiring terhadap perokok di KTR Malioboro telah
memiliki dasar hukum dan mekanisme, namun belum dijalankan secara
penal karena kebijakan yang masih mengutamakan pendekatan persuasif.
Satpol PP Kota Yogyakarta lebih menempuh upaya non-penal berupa
teguran lisan bagi wisatawan dan kartu kuning bagi warga lokal yang
melanggar berulang, dengan dukungan Jogomaton dalam pengawasan.
Sementara itu, budaya merokok yang telah dianggap lumrah di masyarakat

turut memengaruhi efektivitas penegakan aturan.

. Hambatan penegakan sanksi terhadap perokok terletak pada belum

diterapkannya langkah penal (tipiring) sebagai ultimum remidium karena
kebijakan _ yang _masih, mengutamakan pendekatan persuasif akibat
keterbatasan tempat khusus ‘merokok. "Kondisi tersebut menyebabkan
penegakan hukum lebih bertumpu pada upaya non-penal yang belum
mampu menciptakan kepatuhan secara konsisten. Akibatnya, efek jera
menjadi lemah dan pelanggaran cenderung berulang. Situasi ini diperparah
oleh tingginya arus wisatawan, kurangnya rambu KTR, karakter Malioboro
sebagai kawasan terbuka yang sulit diawasi, serta rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap aturan kawasan tanpa rokok.
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B. Saran

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan temuan yang telah diuraikan di atas,

penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan
instansi terkait disarankan untuk menyelaraskan kebijakan kepala daerah
dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kawasan Tanpa Rokok, khususnya terkait penerapan sanksi tindak pidana
ringan. Pemerintah daerah perlu segera menyediakan tempat khusus
merokok (smoking area) yang memadai di kawasan Malioboro serta
memberikan kepastian kebijakan agar penegakan sanksi penal dapat
dilaksanakan secara konsisten, tidak hanya terbatas pada penegakan non-
penal berupa teguran. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum,
efektivitas penegakan Perda, dan tercapainya tujuan kawasan tanpa rokok.
Kepada warga lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan
Malioboro hendaknya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
hukum terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam
PerdaKota Yogyakarta Nomor 2 Tahun2017. Kepatuhan'terhadap larangan
merokok di kKawasan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk penghormatan
terhadap hak masyarakat lain atas lingkungan yang sehat dan nyaman.
Dengan adanya partisipasi aktif dari warga lokal dan wisatawan,
diharapkan tercipta budaya hukum yang mendukung efektivitas penerapan

kawasan tanpa rokok di Malioboro secara berkelanjutan.
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Daerah Kota Yogyakarta - Penyuluhan Hukum KUHP Baru: Bagian Hukum

Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Pahami UU Nomor 1 Tahun 2023, akses

8 Oktober 2025.

“Sosialisasi Perda Parkir,” Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta -

Sosialisasi Perda Parkir, akses tanggal 8 Oktober 2025
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